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Nomor 027IF.‘M 00.02/K . 8U-26/02/2024 Binjal, 07 Februarl 2024
Sifat . Penting

Lampiran

Penhal : Imbauvan

Kepada Yth:

.:,' 'T‘."“P'"““ Partai Politik se-Kota Binjai Peserta Pemilu Tahun 2024 (terlampir)

di- im Kampanye Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden Pamilu Tahun 2024 (terlampir)
Binjai

A Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah
dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
L 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan

Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
"\) 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye

Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilihan Umum;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu

Kabupaten/Kota bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

[ C. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan pada masa tenang, maka Bawaslu Kota

g “) Binjai menyampaikan kepada Pimpinan Partai Politik se-Kota Binjai seta Tim Kampanye

Daerah (TKD) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu Tahun 2024

hal-hal berikut:

1. Kampanye dilaksanakan setelah memasuki masa kampanye dan/atau sebelum masa
kampanye berakhir (masa tenang), sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayal (1) VU No.
7 Tahun 2023 dan lampiran | PKPU Nomor 15 Tahun 2023,

2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
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. Undang- i
f‘sﬂllnpgo[:::;";,m:,o:::: :'Mmm 2017 tentang Pamilihan Uimum Pasal 492 berbunyi
£ Jtelah ditetapkan KiPy gm‘wnm.mnlr: molokuknn kampanys potmilu di lunt jadwosl yang
/ » / sebagalmana dimakaud dnln::: p K :J Kabupnton/Kotn, unfuk sotinp posoria pormilu
paling lama 1(satu) tahun o anal 270 ayat (2), dipldana dongnn pldana ¥urungan
/ / rupian), N dan denda paling banyak fp 12 000 0000,00 (dua bolas juta
.,r’ : g:p";?d?omor 15 Tahun 2023 Pasal 1 borbunyl Masa Tonang adnlah masa yang bdak
PKPU N%\::nkm\ untuk melakukan aklivitas Kampanyo Pemilu,
Sraksud or 15 Tahun 2023 Pasal 27 Aya[ 3) berbunyl Masa Tenang sebagamana
/ m pada ayal (1) dan ayal (2) berlangsung selama 3 (lign) Har sebelum Har
perungulan suara dan Ayat (4) berbunyi Pada Masa Tenang sebagaimana dimav.sud
:::(;:uayat (3). Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk
n
5. Perbawaslu 11 Tahun 2023 Pasal 42 Ayal (1) huru! berbunyi Pengawas Pemilu sesu3i
dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan di Masa Tenang;

D. Berkenaan dengan Huruf B dan C dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan
terhadap terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Kota Binjai
menghimbau hal-hal berikut:

1. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan apapur
di Masa Tenang, yaitu pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024;

2. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarka
kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

3. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemi

dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peratur:
perundang-undangan;
E. Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti, a

perhatiannya diucapkan terima kasih. i

N

MUHAMI!A;A @,sUF HABIBI, S.

1=

2

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara

Dipindai dengan CamScanner

B8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

